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BUPATI RE.JANG LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR 2, TAHUN 2 018 

TE:NTANG 

KABUPATE:N Li\Yi\K ANAK 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI RE:JANG I.E:BONO, 

a. bahwa scliap anal< mempunyai hak hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara waja.r sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; 

b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak, 
diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari 
Pemerintah/Pemcrintah Oaen.i.h, masyarakat, dan dunia 
usaha mclalul pengembangan Kabupaten Layak Anak; 

c. bahwa Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berinisiatif 
untuk mewujudkan pembangu nan dengan 
mcngarusutamakan hak•ha.k anak melalui 
pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan 
anal< kc dalam program pembangunan Desa/Kclurahan, 
Kecrunatan dan Daerah yang responsif terhadap 
kebutuhan anak; 

d. bahwa untuk melal<sanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tenta.ng Kabupaten Jayak 
Anak. 

I. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (l.embaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
l.embaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3886); 

2. Und~ng-Undang Nomor 4 Tahun 1979 teotang 
KeseJahteraan Anak (l.embaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan l.embaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 3143); 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak (1.embaran Negara Republilc Indonesia Tahun J 997 
Nomor 3, Tambahan l.embaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor 3668); 
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4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 A;.e~,::':! 
Pcngesahan ILO Convention No. l38 Concen ung 11 

· • 

Age for Admisi.sion to Employment {Konvensi .1 LO mcngcnru 
Usia Minimum un tuk diperbolehkrut bekeJJa) (Lemba~n 
Negara Repu blik Indonesia Tahun t 999 Nomor , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3835); ak · 
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun lb919k9 1,endtang Ha TaA~~ 

Manusin (Lembaran Negara Repu , n ones, . • 
1999 Nomor J65, Tambahan LembaratJ Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 3886); 

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 te
0
ntang 

Pembernntasan Tindak Pidana Perdagangan rang 
(Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun_ 2007 Nom~r 
58 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 

' Nomor 4720); 
7, Undang•Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (~rnbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 82, 
Tambahan Lemharan Negara Republik fndonesia Nomor 

5234); 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

PemcrinLahan Daerah sebagaJmana tel ah diu bah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambnho.o Lernbarrui Negara Republi1< 
Indonesia Nomor 5()79); 

9. Pcraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun I 968 tentang 
Se.rlakunya Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 968 Nomor 
34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2854); 

10. Peratura.n Menteri Negara Pemberdayaan Pcrempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 201 l tentang 
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anal< 
(Serita Negara Republik Indonesia TaJ,un 2012 Nomor 
lf>8); 

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Pcrlindungan Anak Nomor l 2 Tahun 2011 ten tang 
lndikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 169); 

12. Pcratura.n Menteri Negara Pembcrdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 20 l l tcntang 
Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak 
(Serita Negara Republik Indonesia Tohun 2012 Nomor 
170) ; 

13. Pe~turan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perhndungan Anak Nomor 14 Tahun 201 I tentang 
Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota La.yak Anak (Serita 
Negara Republik l~donesia Tahun 2012 Nomor 171); 

14. Pcraturan Mcnten Dala.m Negeri Nomor 80 Tahu n 20 15 
temang Pembentukan Produk Hukum Oaerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)· 

IS. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 te~tang 
Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan -rerhadap 
Pe'.empuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten 
ReJang LebongTahun 2015 Nomor 103); 
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Menetapkan 

16. Peraturan Dacrah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pcmbentukan dan Susunan PerangkaL Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong (Lcmbaran Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong Tahun 2016 Nomor 118). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN l,AYAK ANAK 

BABI 
l<ETENTUAN UMUM 

Pasa.l I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong, 
2. Pemerintahan Daerah ndalah penyelenggaraan urusan pemerintahan o leb 

pemerintah daerab dan De\•, .. an Perwak11an Rakyat Dacrah menurut asas 
otonomi dan tugas pemba.ntuan dengan prinsip otononti seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kosatuan RepYblik lndonesia sebagaimana dJmaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerinlah Daerah adalah Bupat.i sebagai unsur penyelenggara Pemeri.ntahan 
Daerah yang memimpin pelak:sanaan u rusan pernetintahan yang menjad.i 
ke\venangan daerah otonom. 

4 . a·upati adalah Bupati Rejang Lebong. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Rejang Lebong. 
6. Dines Pemberdayaan Perempuan dan Perl indungan Anak. Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Dinas P3AP2KB 
adaJah Oines Pembcrdayaan Pcrcmpuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan l<cluarga Bcrencana Kabupaten Rejang Lcbong 

7. Oranisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 
penyelcriggaraan pemerintahan dacrah yang terdiri dari sekretariat daerah, 
sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kec,-matan, dnn 
kelurahan . 

8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 {delapan belas) tahun. termasuk 
anak yang masih dalam kandungan. 

9. Layak adalah kondisi ftsik dan non fisik suatu wilaya.h dimana aspek .. aspek 
kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak 
dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak. 

10. Ha.k Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, di1indu·ngi, 
dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga. masyarakat, dan Pcmcrintah Dacrah. 

t 1. Fonun anak adaJah sarana komunikasi yang mereprcsentas.ikan kcpentingan 
penghonnatan, pemcnuhan, dan perlindungan atas hak anak, baik 
berdasarkan domisiH geogrnfis anak, ketompok sosial budnya anak, dan lat.a.r 
belakang pendidikan anak. 

12. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat l<LA adalah sistem 
pembangunan satu ,-..iJayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan 
sumberdaya pemerintah , masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara 
menycluruh dan berkelanjuLan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak 
anak. 

13. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA ada.lah dokumen 
rencana ynng memunt program/kegiatan secara terintcgrasi dan terukur yang 
di.lakukan olch Organisasi Perangkat Dacrah dalam jangka waktu tenentu, 
sebagai instrumen da lam mcwujudkan KLA. 
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14. Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak adalah dokumen 
rcncana yang memuat program/kegiatan pemenuhan hak anal< secara 
terintegrasi dan tcrukur yang disusun oleh Pemerintah Kecamaran. 
Desa/Kelurahan dalam mewujudkan Keca.matan, Desa/Kelurahan Layak Anak. 

15. Gugus Togas KLA adalah lembaga koordi natir di tingkat Kabupaten yang 
mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kt.A. 

16. lndikator ada l11h variabel yang membantu dalam mengukur dnn memberikan 
nilai terhadap Pemerintah Daerah da.lam mengupayakan terpenuhinya hak 
anak u ntuk terwujudnya KLA. 

BAB II 
PRlNSIP DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Prinsip KLA adalah : 
a. tat:a pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, po.rtisipasi, 

keterbukaan informasi, dan supremasi hukumi 
b. non diskriminasi yaitu tidak mcml>edakan suku, ras, agama, jcnis kelamin , 

bahasa, paham politik, asaJ kebangsaan, status ekonomi, kond.isi fisik maupun 
psikis anak atau faktor lainnya; 

• c. kepentingan terbaik bagi anak yailu menjadikan ha! yang paling bail< bagi anak 
scbagai pertimbangan utama da.lam sctiap kebijakan, program dan kegiatan 
yang dila.1,sanakan o leh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan 
lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidal< langsung dengan 
anak~ 

0 

d. hak untuk hidup, kclangsungan hidup dan perkembangan anak yaitu 
menja.min hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak 
semaksimaJ mungkin yang dilindungi oleh negara, Pemcrinta.h Oaerah, 
masyara.kat, kcluarga, orang w a; dan 

e. penghargaan terhadap pcndapat anak yaitu penghonnatan atas hak·hak anak 
u ntuk berpartisipasi dan menyatakan pcndapatnya daJam pengambilan 
keputusan terutama jlka menyangkut ha.1-hal yang mempengaruhi kehidupan 
anak. 

Pasal 3 

Tujuan KLA adaJah : 
a. meningkatkan kornitmen Pemerintah Dacrah, Keeamata.J"I, Dcsa/Kelurahan, 

masyarakat dan dunia usaha di \\'llayah Daerah dalam upaya mewujudkan 
pembangunan yang peduli terhadap anak serta memcnuhi hak-hak anak sesuai 
dengan kebutuhan d8.Jl kepentingan terbaik bagi anak; 

b. mengintegrasikan se1uruh potensi sumber daya manusia , keuangan, sarana, 
prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/ Kelurahan 
dan masyara kat di wilayah Dacrah da.lam mewujudkan pemcnuhan hak-hak 
anak_; dan 

c. mengimplementasikan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak 
melalui peru musan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara 
menyeluruh da.n berkela.nj utan scsuai dengan indikator KLA. 

BABU! 
RUANO LINGl<UP DAN SASARAN 

Pasal 4 

Ruang lingkup KLA : 
a. penguatan kelembagaan, yaitu : 

dan kebijakan untuk pemcnuhan I. adanya peraturan perundang-undangan 
hakanak; . . ~ - --
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2. persentase anggaran un tuk pemenuhan hak anal<, tennnsuk anggamn untuk 

penguatao ktlembagaan; 
3.jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan 

yang mendapat.kan masu kan dari l'orum Anak dan kelompok anak lainnya; 
4. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih dan marnpu menerapkan hak 

anak ke dalam kebijak,M , program dan kegiatan; 
s. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelarnin, umur, dan kecamatan; 
6. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemen uhan hak anak; dan 
7 . keterlibatan duoia usaha dalam pemenuhan hak anak. 

b. pembangunan S (lima) klaster hale a nak, yaitu : 
I. klaster hak s ipil dan kcbebasan , meliputi : 

a) perseJ>tase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Ku tipan A~-ta 

Kelahiran; 
b) tersedia lasilitas ioformasi layak a nak; dan 
c) j urnlah kelompok anak, tcrmasuk Forum Anak, yang a da di Daerah , 

Kecamntan dan Desa/Kelurahan. 
2. klastcr hak lingkungan keluarga dan pengasuhan a ltematif, meliputi : 

a) persentase usia perkawinan pertama di bawal1 18 (delapan belas) tahun; 
b) tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga ten tang 

pengasuhan dan perawatan anak; dan 
c) tcrsedia Jembaga kesejahteraan sosial anak. 

3. k.laster hak kesehatan dasar dan kesejallteraan, melipulti : 
a) Angka Kematian Bayi; 
b) prevalensi kekurangan gizi pada balita; 
cl persentase Air Susu !bu (ASO eksklusir; 
d) jumlnh pojok AS!; 
e) persentase imunisasi dasar lcngkap; 
O jurnlah lembaga. yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan 

mental: 
gl jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan 

kesejahteraan; 
b) pcrsentase ru mab tangga dengan akses air bersih; dan 
ii tersedia kawasan tanpa rokok. 

4. klaster hak pendidikan, pemanfaatan wakn., luang dan kegiatao budaya, 
meUputl: 
aJ angle.a partisipasi pendidikan anak usia dini; 
b) persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun; 
c) persentasc sekolah rarnah anak; 
d) j umlah sckolah yang memiliki program, sarana dan prasarana 

perjalanan anak kc dan dari sekolah; dan 
e) tersedia fasilitas untuk k egiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, 

di luar sekolah, yang da pat diakses semua anak. 
5. klastcr perlin(jUJ1gan khu sus, mcliputi : 

a) persentase anak yang memcrlukan perlindungan khusus dan 
memperoteh pclayanan; 

b) persen~se kasus a nak berhada~n dengan . h.uk\J m (ABHJ yang 
d1seJesail,an dengan pendekatan kead1lan restorauf ( restorative justice)· 

c) adanya mekanis me penanggulangan bencana yang memperhatik~n 
kepentingan anak; dan 

d) persentase anak yang dibebaskan dari bentu k· bentuk pekerjaan 
terburuk anak. 

Pasal 5 

(I) Sasaran Kl.A meliputi sasaran antara dan sasaran akhir. 
(2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (!) meliputi: 

a . lembaga eksekutif /Organisasi Perangkat Daerah terkait· 
b. DPRD; ' 
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c. lcmbaga yuclikatif/peradilan; 
d. organisasi non pemcrintah; 
e. dunia usaha; dan 
r. masyarakat. 

(3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat {I) adaJah keluarga dan anak. 

Pasal 6 

(1) K.LA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupaka.n salah satu 
bagian urusan wajlb Pcmerintah Daerah, yang harus lerintegrasi dalam 
pcrencana.a.n, penganggaran, pelal(sanaan, pemantaurul, dan evaluasi atas 
kebljakan program ke.giatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah 
terkait. 

(2) Pemerintah Daerah rnelalui Dinas P3AP2l(B bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan KLA dan meJakukan koordina.si dan memfasUitasi pelaksanaan 
KLA pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan, 
Desa/1,clurahan . 

BAB IV 
TAl·IAPAN PENOElvfBANOAN KEBIJAKAN l<LA 

Pasal 7 

(I ) Tahapan pengcmbangan KLA melipuli: 
a. pcrsiapan; 
b. perencanaan; 
o. pelak&'l.naan; 
d. pemantauan; 
e. evaJuasi: dan 
r. pelaporan. 

(21 Dalrun setiap tahapan pengcmbangan Kl.A sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
wajib mempertJmbangkan pandanga.n ana.k yang diperoleh melalui konsultast 
anak. 

(3) Pelaksanaan ,ahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat 
( I), dikoordinasikan olch Din as P3AP2KB. 

BABV 
OUOUS TUOAS KL/\ 

Pasal 8 

( 11 Dalam rangka erektifitas pelaksanaan tahapan pengembangan KLA dibentuk 
Ougus Tugas l<LA. 

(2) Ougus Tugas l<LA sebagaimana dimaksud pada ayal ( I) beranggotakan dari 
unsur eksekuti(/Organisasi Perangkat Daerah terkait, DPRD, 
yudikatif/peradilan yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non 
pemcrintah, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga, swadaya masyarakal 
dan clunia usaha. 

(3) Ougus Tugas l<LA diketuai oleh f{epala Organisasi Perangkat Daerah yang 
mernbidangi percncanaan daerah dan Sekretaris Ougus Togas KLA oleh Kepala 
Dinas P3AP2K.B. 

(4) Togas Pokok Ougus Tugas Kl.A: 
a. merumuskan dan menyusun kebijakan KLA: 
b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA; 
c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Togas KLA; 
d. mene□tukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk mewuj udkan KLA; 
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c. menyusun RAD Kl.A sebagai dokumc:n pcrcncaru\a..n yang memual 
progrnm/keg.iatnn sc.-cara tcrintcgrasi dan terukur daJarn jangka waktu 
tertentu dan mekanisme kerja.; 

f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi inforrnasi dan cdukasi 
kebijakan l<LA; 

g. memberikan asistensi dan pendampingan kepada Kecamatan, 
Oesa/Kelurahan yang menjadi pilot project pelaksanaan Kt.A; 

h. menyiapkan naskah akademik Pcraturan Daerab dan/atau Pcraturan 
Bupati tentang PerHndungan Anak; 

i. mela..kukan rnonitoting, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi 
kebijakan Kt.A di tlngkar Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang 
menjadi p,1ot project sesuai dengan rencann aksi yang ada; dan 

j. membuat dan menyampaikan Laporan perkembangan J<t.A kepada Bupari. 
{5) Ketentuan lebih la.njut mengenai Ougus Togas KLA sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( I), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 9 

(1 ) Untuk membantu kelanearan pelaksanaan tugas Ougus Togas Kt.A di~ntuk 
Sekrctariat. 

• (2) Sekre1.aria1 sebagaimana dimaksud pada ayat (I) bertugas mem~rikan 
duku ngan teknis dan administra.tif kepada Gugus Togas KLA. 

(, 

(3) Sckretariat Ougus Tugas Kt.A berkedudukan di Dinas P3AP21<B. 
(4) Keientuan lcbih lanjut mengenai Sekrctariat Gugus Tugas KLA sebagaimana 

dimaksud pada ayat I)), ditctapkan dengan Keputusan Bu pa.ti 

8ABVI 
RENCANA AKSI DAERAH Kt.A 

Pasal 10 

( I) Pelaksanaan KLA disusun dalam RAD KLA, 
(2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan 

mcngimplem.entasikan indikator KL.A yang meliputi penguatan kelembagaan 
dan 5 {lima) kluster hak anak. 

(31 Ketentuan lebih lanjuL mengcnai RAD Kt.A sebagaimana d imaksud pada ayat 
()) , ditctilpkAn dengan Keputusan 8upati 

Pasal 11 

( J) Pemerint.{lh Kecamatan bertanggung jawab melaksanakan ko()rdinl\$i, fasilitasi 
dan mediasi dengo.n Ougus 'J'ugas KLA Kecamomn dalo.m mcwujudkan 
Keeamatan Layak Anak. 

(2) Pemerintah Oesa/Kclurahan bertanggung jawnb mela.ksanakan koordinasi, 
rasilitasi dan mcdiasi dengan Cugus Togas I< LA l\ecamatnn dn.lam mewujudknn 
Desa/Kelurahan t.ay ak Anak. 

(3) Oalam rangka mewujudkan KccamalAn dan Desa/KelurahAn Laya.k Anak, 
Kecamatan/Desa/ Kelurahan mcnyusun RencnnA Aksi Kecamatan, 
Desa/Kelurahan t.ayak Anak. 

{4) Materi Rencana J\ksi Keenmatan, Desa/Kelurahan Layak Anak meliputi: 
a. penelaahan kebutuhan Kecamntan, Oesa/Kelurahan; 
b. hannonisasi kebijakan perlindungan ana.k: 
c. pelaynnan di masyarakat yang diberikan untuk anak sesuaj dengan 5 {lima) 

kluster hak anak; dan 
d. perumusan rencana aksi dcsa ditetapkan dengan Pera tura.n Kepala Desa. 
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BAB VII 
PEMBINMN 

Pasal 12 

(1) Bupati mclakukan pembinaan dalarn pelaksanaan Kl.A. 
(21 Pembinaan scbagaimana dimaksud pada ayat {I) antara lain meliputi 

koordinasi, fasiHtasi, bimbingan, supervi-si, konsultasi , pend idikan dan 
pelatihan. 

{3) Kewenangan scbagaimana dimaksud pada ayat { I), dapat dilimpahkan kcpada 
Kepala Dinas P3AP2KB dan/atau pejabat lain di lingkungan Pemerinta.h Daerah 
sesuai tugas dan rungsinya masing•masing. 

BAB VIII 
PEM/\NTAUAN, EVALUASI DAN PEL/\PORAN 

Pasal 13 

Pcmantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan 
dan hambatan pela.ksanaM pengembangan KLA secara berkala . 

Pasal 14 

(I) Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menganalisis dan menilai 
pclaksanaan pengembangan Kl.A. 

(2) Evaluasi pengembangan KLA dilakukan oleh Ougus Togas KLA. 
(31 E:valuasi dilakukM dcngan bcrpedoman pada Peraturan Menteri Negara 

Pemberdayaan Percmpuan dan Pcrlindungan Anak tentang Panduan Evaluasi 
KLA. 

Pasal 15 

Pelaporan dilakukan oleh: 
a. Gugus Tugas KLA menyampaikan pelaporan hasil pcnilaian keberhasilan KLA 

Tingkat Kecamatan , Desa/Kelurahan sena laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan J<LA kepada Bupati. 

b. Bupati menyampaikan pelaporan pelaksanaan KL.A secara berjenjang kepada 
Oubem.ur BengkuJu serta Menteti Pemberdayaan Pcrcmpuan dan Perlindungan 
Anak. 

BABIX 
PERAN SERTA M/\SY/\RAKAT DAN DUNI/\ USAf-!A 

Pasal 16 

( I) Masyarakat dan dunia usaha bcrperan serta dalam pengembangan KL./\, bail< 
secara individu, kelompok dan kelembagaan . 

(2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagrumana dimaksud pada ayat ( 1) 
dalam bentuk : 
a. penyelenggaraan layanan pcndidikan; 
b. pcnyclcnggaraan layanan kesehatan; 
c, penyediaan rumah singgah; 
d. pernbentukan pusaL pelayanan terpadu anak: 
e. pendirian dan pengelolaan panti asuhan; 
f. pemberian bantuan hukum tcrhadap anak berhadapan dengan hukum· 
g. pemberian ba.nruan beasiswa~ • 
h. penycdi~ sar~a rekreasi, taman bennain, olahraga dan pengernbangan 

bakat mrnat sem dan budaya; 
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i. penyediaan fa.silitas yang menunjang perlindungan dan pemcnuhan hak 
anak; dan /atau 

j. ikut mengawasi secara akti£ terhndap aktifitas anak yang tidak sesuai 
dengan nonna - nonna yang bcrlaku di masyarakat 

BABX 
PE:MBIAYAAN 

Pasal 17 

Biaya penyelenggaraan KLA dibebankan padn APBD Kabupa tcn Rejang Lebong 
melalui anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah serta somber 
anggaran lainnya yang sah dan tidal< mengikat. 

BABXI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupatl ini sepanjang mengenai teknis 
pclaksanaannya, akan diatur Jebih lanjut oleh Bupati . 

Pasal 19 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pe.ngundangan Pe.raturan 
Bupati ini dengru1 penempatannya dalam Bcrita Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 

C :·· %1 Oitctapkan di Curup 
v· Pada tanggal ?- Aj,,-. -f 2018 

-- I 

i~i BUPATI REJANG LEBONG, 

- -I 
' I 

., •{, ., ~rt I :--n,•q,.. 

Diundangkan d i Curup 
Pada tanggal /l. ~"' 1 2018 c-=·=-

,, ,-• I : 

I' C .. , • ' 
I I " • I • , .., r ..... ,,.:,!_.:;.-·· r , . 

ff, R. A. DENNI 

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANC LEBONC TAHUN 2018 NOMOR 'f1> 
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